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Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (2007 – 2011)  

8.Staf pada Subdit Pemeriksaan WP Badan Khusus, Direktorat 
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10.Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1994 - 

1998)  

 

 

11.Short course Comparative Tax Policy And Administration di 

Universitas Harvard, Cambridge, Massachusets USA (17 s.d. 28 
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2008)  
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2008)  
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STAN (2000 – 2003) 

17.Anggota Komite Audit PT TIFICO (2002 – 2003)  
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20.Tim Penyusun Modul USAP Review (IAI) untuk yang pertama kali  
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Berpengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan negara dengan spesialisasi perpajakan, yaitu antara lain :  



LATAR BELAKANG 

PEMERIKSAAN EFEKTIF DAN FRAMEWORK LAW 
ENFORCEMENT 

REVITALISASI PEMERIKSAAN RESTITUSI 

REVITALISASI PENENTUAN OBJEK 
PEMERIKSAAN KHUSUS (RISK BASED AUDIT) 

REVITALISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

PEMERIKSAAN HARTA BERSIH PASCA TAX AMNESTY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



LATAR BELAKANG 



Deklarasi DN 

4.881 
TRILIUN 

Deklarasi LN 

Repatriasi 

Uraian  Total Deklarasi 

Deklarasi Harta Bersih 

Repatriasi 

146.691,24 

Deklarasi Harta Bersih Luar 

Negeri 

1.036.361,72 

Deklarasi Harta Bersih Dalam 

Negeri 

3.697.947,64 

Total Harta Deklarasi 4.880.810,60 

FAKTA EMPIRIS TAX AMNESTY & ISU KEPATUHAN 



KELOMPOK HARTA  PER I   PER II   PER III   JUMLAH  

Kas & Setara Kas 1274.61 217.79 239.97 1732.37 

Investasi & Surat Berharga 1121.86 92.39 52.51 1266.76 

Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak 

Lainnya 
684.97 157.21 187.75 1029.94 

Piutang & Persediaan 583.62 76.37 68.47 728.47 

Logam Mulia & Barang Berharga & Harta 

Gerak Lainnya 
162.81 35.14 42.45 240.39 

Kendaraan Bermotor 53.04 22.38 30.79 106.21 

Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya 5.41 2.04 0.35 7.8 

triliun 

KOMPOSISI HARTA TEBUSAN 



Kepatuhan Formal 

Kepatuhan Materiil 

membutuhkan Check & 

Balance 

Memperluas Basis 

Data Perpajakan 

Memperluas 

Kewenangan DJP 

Reformasi Regulasi, 

Institusi dan 

Transparansi 

Self Assessment System 

Mengisi dan 

Menyampaikan SPT dgn 

benar, lengkap dan jelas 

• Penghasilan 

• Konsumsi (Lifestyle) 

• Harta/Investasi 

Untuk Menjaga Iklim Investasi yg Bagus 

Basis 

Pajak yg 

Seharus-

nya 

KEPATUHAN BERKELANJUTAN DAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI 



1983 
Era UU KUP 

1983 

2007 
Era UU KUP 

2007 
UU KUP Pasal 35  

(on Request) 

Tidak ada Kebijakan 
Khusus di bidang 

Perpajakan 

2008 

UU KUP Pasal 
35A 

Pasal 37A 
Sunset 
Policy 

1994 
Era UU KUP 1994 

2015 
Reinventing 

Policy 

2016 
Tax Amnesty 

2017 
UU 9/2017 ttg 

Penetapan Perppu 01  
2017 menjadi UU 

Era Transparansi data 
dan Informasi 

? 
What’s next?? 

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN 

UNTUK MENDORONG KEPATUHAN 



UU KUP 1983 

• Pasal 35 
•Akses data Melalui: 

•Pemeriksaan 

UU KUP 1994 

•Pasal 35 
•Akses data melalui: 

•Pemeriksaan 

•Penyidikan 

UU KUP 2007 

•Pasal 35 
•Akses Data Melalui: 

•Pemeriksaan 

•Penyidikan 

•Penagihan 

UU KUP 2009 

•Ditambah PP 

74/2011 
•Akses Data Melalui: 

•BUKPER 

UU 9/2017 

•Pemberian data dan 
informasi 
perpajakan dari 
Bank kepada DJP 

•Pasal 35A 
•Akses Data 

Melalui: 

•ILAP 

& 

Akses Informasi 

Keuangan 

Untuk Kepentingan 

Perpajakan  

PERKEMBANGAN REGULASI AKSES DATA & INFORMASI PERPAJAKAN 



DJP 
UU KUP 

Pasal 35 & Pasal 35A 

Mengatur Hubungan DJP 
dgn Instansi lain dalam hal 
permintaan data & 
Informasi Perpajakan 

Akuntan 
Publik 

Notaris 

Konsultan 
Pajak 

Bank 

Kantor 
Administrasi ILAP 

UU 9/2017 ttg Penetapan PERPPU 01 Tahun 2017 

menjadi UU 

Dengan terbitnya UU 9/2017 maka terhadap 
Bank, tidak berlaku lagi UU KUP Pasal 35 & 

35A 
 

UU 9/2017 mengatur pemberian data dan 
informasi perpajakan dari Bank kepada DJP 

UU NO 9 TAHUN 2017 



DASAR HUKUM & 

PEMERIKSAAN EFEKTIF 



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
(Undang-Undang PPh) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(UU PPN). 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi 
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi 
Undang-undang 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2015. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan 
Pemeriksaan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis 
Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 tentang Rencana, 
Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017 

Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun 2017 (pelaksanaan Pasal 18 UU 
Pengampunan Pajak dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk 
Menghitung Peredaran Bruto 

DASAR HUKUM 



1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di 

Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan 

3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan 

mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 

PASAL 28 

1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 

3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 

Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan 

PASAL 29 

Terhadap Wajib Pajak Badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan 

pengawas pasar modal dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan 

Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang: 

a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau 

b. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko 

Dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor 

PASAL 29A 

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK (KUP) 



1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 ayat (3) huruf b 

2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. ***) 

PASAL 30 

1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan 

ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 

Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu 

yang ditentukan. ***) 

3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur 

Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan 

memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas 

waktu yang ditentukan 

PASAL 31 

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK (KUP) 



Refund Discrepancy kecil yaitu 

rata-rata 4 tahun terakhir 5,33 

persen dari nilai restitusi 

UPAYA HUKUM MINIMAL 

• Piutang Pajak Tinggi 

• Tunggakan Pemeriksaan 

masih banyak 

2 

Pemeriksaan dengan upaya hukum 

minimal / menang jika WP 

mengajukan upaya hukum  

3 

1 

4 

Pemeriksaan yang menghasilkan 

tunggakan pemeriksaan & 

tunggakan pajak minimal  

Pemeriksaan yang 

menimbulkan kepatuhan yang 

berkelanjutan 

SP2 SELESAI & 

SKP DILUNASI 

RESTITUSI 

TERKENDALI 

(Refund Discrepancy terkendali) BUKAN KEPATUHAN 

SESAAT 

Upaya Hukum yang 

diajukan masih banyak 

Tax ratio  

belum optimal 

! 
FAKTA 

PEMERIKSAAN EFEKTIF 



Proses Output Input 

BLACK BOX LAW ENFORCEMENT 

Bank 

Data 

Data 
Internal 

Data 
Eksternal 

SDM 

Regulasi 

Outcome  

Informasi 

Laporan 

Pengaduan 

Tunggakan 

Pajak 

Analisis Data/ 
Intelijen 

KP KW KPP 

Pemeriksa 

Pajak 

Analis IDLP 

Penyidik 

Juru Sita 

Intelijen 

Law 
Enforcement 

Coverage 
Ratio 

Revenue 
Productivity 

Pemeriksaan 

Penagihan 

Penyidikan 

Total Tax Revenue 

FPP 

PPP 

Kepatuhan 

Berkelanjutan 

Tax Gap 

Mendekati 

Nol 

Penambahan 

Tunggakan 

Turun 

Penambahan 

Upaya 

Hukum Turun 

Pemeriksaan 

Pemeriksaan 
Bukper 

Penyidikan 

Pencairan 
Tunggakan 

UU/PP/PMK 

Kebijakan 

Tools 

Dukungan IT 

Materiil Formil 

Integritas Profesionalisme Sinergi Kesempurnaan 

Menghilangkan 

WP Free Rider 

Memerlukan kontribusi semua stakeholders 

Organisasi SDM 

Pelayanan 



Proses Output Input 

Sarana 
Prasarana 

ALPP 

Dashboard 

Digitalisasi LHP 

DB Kompetensi & 
Kinerja 

Desktop Pemeriksaan 

Audit Tools 

Pemeriksa 
Pajak Handal 
(Bangga & Berkarakter) 

Wajib Pajak  
Prioritas  
diperiksa 

Rekam Jejak  
Wajib Pajak 

Rekam Jejak  
Pemeriksa 

PROSES BISNIS PEMERIKSAAN 

Dashboard ALPP DB Kompetensi Desktop Pemeriksaan 

SIDJP 

Kualitas Hasil 
Pemeriksaan 

yang Baik 

IKU PEMERIKSAAN 

Volume Hasil  
Pemeriksaan  

yang tinggi 

Proses 
Pemilihan 

Wajib Pajak 

Compliance 
Diagram 

SELECTION 

DATA TAX 
GAP 

INSTRUKSI PEMERIKSAAN 

Audit 
Tools 

Kebijakan Teknis 

Tehnik &  
Metode 

Tata  Cara  
& Prosedur 

 

PELAPORAN 

Quality Control 

PEMERIKSAAN 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

Menu Konversi 

Peraturan 
Perpajakan 

Dibidang 
Pemeriksaan 

KEBIJAKAN 
TEKNIS 

EVALUASI PELAKSANAAN ATURAN 

KEBIJAKAN 
UMUM 

USULAN PERBAIKAN ATURAN 

SDM 
Pemeriksa 

Pendidikan 
& 

Pelatihan 

JENJANG KARIR 

MANAJEMEN SDM 

ALOKASI SDM 

RECRUITMENT 

Kriteria Kebutuhan 

FUNGSIONAL 
PEMERIKSA 

PELAKSANA 
PEMERIKSA 

Digitalisasi  
LHP 

Jenjang 
Karir 

CRM 

RISK  
BASED AUDIT 

ACR 

Produktifitas 
Penerimaan 



REVITALISASI 
PEMERIKSAAN 

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 



Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan 

WP mengajukan 

permohonan 

pengembalian 

kelebihan 

pembayaran pajak 

(Pasal 17B 

UU KUP) 

HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN 

1. penghapusan NPWP; 

2. pemberian NPWP secara jabatan; 

3. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara 

jabatan 

4. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

5. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

6. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto; 

7. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

8. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah 

terpencil; 

9. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 

10. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

11. penentuan saat produksi dimulai atau 

memperpanjang jangka waktu kompensasi 

kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas 

perpajakan; 

12. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra 

P3B 

JENIS & KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK 

(PMK 17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015) 

a) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP 

b) WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak 

c) SPT Rugi; 

d) penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya; 

e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau 

metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian 

kembali aktiva tetap 

f) terdapat keterangan lain berupa data konkret 

g) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT 

melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang 

terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis 

risiko 

h) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang 

terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis 

risiko 

Pemsus Data Konkret 

Rutin 

Pemsus Risk Based 



PEMERIKSAAN 

RESTITUSI PPN 

PEMERIKSAAN 

TUJUAN LAIN 

PEMERIKSAAN 
KHUSUS DATA 

KONKRIT 

PEMERIKSAAN 

RESTITUSI PPh 

PEMERIKSAAN 

RUTIN NON 
RESTITUSI 

(Rugi, Aksi 
Korporasi, Likuidasi) 

PEMERIKSAAN 
KHUSUS 

(RISK BASED AUDIT) 

1 2 3 4 6 

PELAYANAN 

GALPOT 

Single Tax Non SKP ALL TAXES 

JENIS PEMERIKSAAN PAJAK 

5 

Based on Data 



REVITALISASI 

PEMERIKSAAN RESTITUSI 



INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

 
Seluruh Permohonan 

Restitusi diproses 

dengan Pengembalian 

Pendahuluan untuk 

meningkatkan score 

ease of doing business  

 

Kemudahan dan 

kecepatan 

dalam 

pelayanan pada 

WP  

Efisiensi 

Pelayanan 

pada WP 

RTP 

Registered Tax 

Payer 

Ease of Doing Business! 

Penghapusan NPWP 

(Likuidasi WP Tertentu) 

dan/atau PKP Jabatan 

Fungsional 

Pemeriksa Pajak 

(alokasi khusus) 

• LHP yang berisi 

data dan/atau 

informasi 

sehubungan 

dengan tujuan 

pemeriksaan 

Waskon I dan AR 

(alokasi khusus) 

•SKPPKP Penelitian (1 Bulan) 

LB Restitusi PPN 

 

Optimalisasi kegiatan 

penelitian melalui 

knowing your 

taxpayers sehingga 

permintaan EoI dan 

penghapusan NPWP 

dapat ditindaklanjuti 

tanpa pemeriksaan 

 

MAP, APA 

Waskon Galpot & 

Ekstensifikasi 

(alokasi khusus) 

Penelitian (1 Bulan) 
• SK penghapusan 

NPWP/pencabutan 

PKP 

• Data dan/informasi 

kepada negara 

mitra 

 

Dilakukan 

pemeriksaan karena 

membutuhkan 

pengujian ke 

lapangan  

 

Exchange of Information 

Pemeriksaan 

Tujuan Lain 

(3 Bulan) 

REVITALISASI PEMERIKSAAN RESTITUSI PPN  DAN TUJUAN LAIN UNTUK PENINGKATAN EODB 

Post Audit All Taxes 

berdasarkan CRM 

dan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan 

Permohonan 

Penghapusan NPWP/PKP 

(Likuidasi WP Tertentu) 

FOKUS 

PEMERIKSAAN 

UNTUK 

PELAYANAN 

USULAN POLICY 

PEMERIKSAAN 

UNTUK TUJUAN 

LAINNYA 

Keberatan 

Penagihan 

Tujuan lainnya 



PMK 

197/2014 
PMK 

147/2017 

PRASYARAT PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS RESTITUSI PPN 

SISTEM PENGENDALIAN PPN 

Pengukuhan PKP 
Penyerahan BKP/JKP 

Pelaporan SPT Prosedur 

Pengukuhan 

dan 

Pengawasan 

PKP 

Batasan 

Pengukuhan 

PKP 

Penyerahan 

BKP/JKP 

Non 

Fasilitas 

Penyerahan 

BKP/JKP 

Fasilitas 

Penyerahan 

BKP/JKP 

Ekspor 

Penyerahan 

BKP/JKP 

Pemungut Bentuk 
Cara 

Penyampaian 

Tata Cara 

Pendaftaran Wajib 

Pajak Dan 

Penghapusan 

NPWP Serta 

Pengukuhan Dan 

Pencabutan 

Pengukuhan PKP 

Perubahan Atas 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

68/PMK.03/2010 

Tentang Batasan 

Pengusaha Kecil 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

E-FAKTUR 

PAJAK 

NON 

E-FAKTUR 

ELEKTRONIK 

MANUAL 

E-FILING 

MANUAL 

Tidak 

Dipungut 

Dibebaskan 

PMK 

563/2003 

Bendahara 

Pemerintah 

KPKN 

PMK 70/2010 

Jasa Maklon 

Jasa Perbaikan 

& Perawatan 

Jasa 

Konstruksi 

UU PPN 

Dokumen Lain 

dipersamakan 

Faktur Pajak 

Diberikan dulu baru 

melakukan 

pengecekan 

600jt 4,8M 

Banyak ruang untuk 

bukan PKP 

Review status 

secara berkala 

Review Sistem Pengendalian 

melalui Faktur Pajak 



SKEMA RESTITUSI PPN BERDASARKAN UU KUP DAN UU PPN 

RESTITUSI 

PPN 

Per Masa 

Per Tahun 

17 B 

17 C 

17 D 

PASAL 9 

(4c) 

UU PPN 

Selain 17C 

dan 17D 

Kriteria 

Tertentu 

WP dgn 

Persyaratan 

Tertentu 

PKP Berisiko 

Rendah 

SKPPKP 
PMK 74/2012  

PMK 198/2013 

PMK 71/2010 

PENGEMBALIAN 

PENDAHULUAN 

(1 BULAN) 

PEMERIKSAAN SKPLB 

PMK 17/2013  

Mendorong Permohonan Restitusi PPN diproses melalui 

Pengembalian Pendahuluan sehingga Pemeriksaan 

berdasarkan 17B UU KUP tidak perlu dilakukan, 

sedangkan Pemeriksaan baru dilakukan secara selektif 

(Risk Based) setelah Pengembalian Pendahuluan 

diberikan kepada WP 

USULAN 

SKPKPP 

SPMKP 



Contra Pro 

MITIGASI RISIKO ATAS USULAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN RESTITUSI 

Terdapat Kemungkinan WP yang tidak 

pernah LB, akan mengajukan LB, dan 

kemungkinan WP akan hilang setelah 

mendapatkan LB tersebut 

Belum terdapat ketentuan yang 

mengatur bahwa Restitusi PPN 

seluruhnya dapat dilakukan 

Pengembalian Pendahuluan 

Semua Permohonan Restitusi  hanya 

dapat diuji dengan mekanisme 

penelitian dengan menggunakan data 

internal 

Risiko Sengketa turun karena 

permintaan restitusi wajib pajak 

diterima seluruhnya 

Imbalan Bunga minim karena Restitusi 

sudah diberikan  

FPP dapat difokuskan untuk 

melakukan pemeriksaan khusus yang 

bertujuan meningkatkan penerimaan 

Proses Pengembalian Pendahuluan 1 

Bulan, sehingga likuiditas WP lebih 

terjaga dan menaikkan skor Ease of 

Doing Business 

Risiko tersebut di atas dapat diminimalkan dengan 

meningkatkan sistem pengendalian PPN baik pada saat 

menjadi PKP, maupun setelah menjadi PKP  

Karena tidak ada pemeriksaan atas 

restitusi maka tidak ada peluang 

moral hazard (menunda restitusi & 

hanky panky) 



RESTITUSI DIPERCEPAT (PMK-39/PMK.03/2018) 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 

penelitian atas: 

1. kebenaran penulisan & 

penghitungan pajak 

2. kebenaran pengkreditan pajak 

/ Pajak Masukan 

PROSEDUR PENGEMBALIAN 

PENDAHULUAN 

SKPPKP 
(bila terdapat lebih 

bayar) 

PEMERIKSAAN PASAL 17B UU KUP 

PPH  3 bulan 

PPN  1 bulan 

KRITERIA 

TERTENTU 

PPH BDN  3 bulan 

PPH OP  1 bulan 

PERSYARATAN 

TERTENTU 

PPN  1 bulan 

PPN  1 bulan 

PKP RISIKO 

RENDAH 

PERSETUJUAN 

PEMERIKSAAN 

S
E

JA
K

 P
E

R
M

O
H

O
N

A
N

 

D
IT

E
R

IM
A

 

PERSIAPAN 

PEMERIKSAAN 

• Penerbitan SP2 

• Pemberitahuan 

Pemeriksaan & 

Panggilan 

PELAKSANAAN 

PEMERIKSAAN 

PAHP 

PELAPORAN & 

PENETAPAN 

SKPLB 
(bila terdapat 

lebih bayar) 

• Peminjaman berkas 

• Permintaan 

keterangan 

• Pengujian 

• Tanggapan WP 

• Pembahasan 

dengan Pemeriksa 

• LHP 

• SKP 

12 BULAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA 

SKPKPP 

SPMKP 

SP2D 

WP Kriteria Tertentu (Ps.17C UU KUP) 

kepatuhan perpajakan baik 

WP Persyaratan Tertentu 

(Ps.17D UU KUP) 

nilai lebih bayar tertentu 

PKP Berisiko Rendah (Ps.9(4c) UU PPN 

PKP tertentu dg kepatuhan perpajakan 

baik 

WP memilih pengembalian berdasarkan 

Ps.17B UU KUP 

WP Kriteria Tertentu, WP Persyaratan 

Tertentu, atau PKP Berisiko Rendah yg 

berdasarkan penelitian Pengembalian 

Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP 

Mekanisme 

Pengembalian 

Kelebihan 

Pembayaran 

Pajak 

POST AUDIT 

ALL TAXES 

BUKPER 

SKP 



REVITALISASI 

PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN 
KHUSUS (RISK BASED AUDIT) 



PEMERIKSAAN RUTIN 
(tanpa analisis risiko) PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN 

TUJUAN LAIN 

KETERANGAN LAIN / 

DATA KONKRET 
RISK BASED 

RESTITUSI 
NON 

RESTITUSI 

Usulan Waskon 2,3,4 

SINGLE TAX ALL TAXES 

SKEMA PENUGASAN PEMERIKSAAN 

Usulan 

Kepala KPP 

KOMITE 

PERENCANAAN 

Persetujuan 

Kanwil 

Instruksi 

Direktur P2 

Daftar Nominatif dari KPP 

Persetujuan Kanwil 
Persetujuan Kepala 

KPP 

Daftar Nominatif dari KPP 

Persetujuan Kanwil 



 

DSPP 

 
Fungsional 

Pemeriksa 

Pajak 

(Peningkatan 

Kualitas dan 

Kuantitas) 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

Analisis Data & 

Potensi 

Data SPT 

Data Pihak Ketiga  

Data Lain 

Pemeriksaan 

All Taxes 

Dinamisasi 

Ke 

Masa Pajak 

Dan 

Tahun Pajak 

Lain 

Kepatuhan 

yang 

Berkelanjutan 

RTP 

Registered Tax 

Payer 

TAX GAP MENDEKATI NOL! 

Data Intelijen  

Analisis CTA  

•SKPKB 

•SKPKBT 

•STP 

•SSP 

 

WP pengembalian 

pendahuluan 

SPT Rugi 

Pembubaran Usaha, 

likuidasi, aksi 

korporasi lain 

WP ikut 

TA 

WP tidak 

ikut TA 

Hanya 

mengusut 

asset untuk 

sebelum 

2016 

Bukper & 

Penyidikan 

•Usulan 

pemeriksaan  

bukper 

REVITALISASI PEMERIKSAAN KHUSUS DAN RUTIN NON RESTITUSI DALAM RANGKA PENGGALIAN POTENSI 

CRM 

VALIDASI 

POTENSI 

FOKUS PEMERIKSAAN GALPOT 

FOKUS DAN 

PRIORITAS 



Penentuan 

Wajib Pajak 

yang 

Diperiksa 

Compliance 
Diagram 

SELEKSI OLEH KOMITE 
PERENCANAAN 

DATA TAX GAP 

Wajib Pajak  

Tidak Patuh 

Wajib Pajak  

Berisiko Tinggi 

Ketepatan Wajib 

Pajak yang Diperiksa 

PEMILIHAN BAHAN BAKU PEMERIKSAAN 



Peta Kepatuhan 

Analisis Tax Gap 

Berdasarkan: 

• KLU/Sektor/subsektor 

• Industri 

• Fakta Lapangan 

• Letak Geografis 

• PDRB 

Seleksi 

sektor/industry

/pelaku usaha 

menjadi 

Sasaran 

Prioritas 

Penggalian 

Potensi 

Populasi WP 

yang menjadi 

Sasaran 

Prioritas 

Penggalian 

Potensi 

Analisis Risiko atas: 

• Profil Ekonomi 

sebenarnya 

• Profil Perpajakan 

WP 

• Profil Tax Gap 

• Potensi Pajak 

Terutang 

Kepatuhan 

Formal 

Kepatuhan 

Material 

Konseling 

Pemeriksaan 

Data Apportal 

Data Pihak Ketiga  

Data Lain 

Data Approweb 

Data Summary 

Pengawasan 

Data Internal 

Data Eksternal 

Pengamatan Lapangan 

PETA KEPATUHAN, SASARAN PENGGALIAN POTENSI, DAN PRIORITAS PEMERIKSAAN 



Indikator Penyusunan Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran 

Prioritas Penggalian Potensi pada 35 UP2 dan Pratama 

Peta 
Kepatuhan 

Indikasi ketidakpatuhan 
tinggi 

Indikasi modus 
ketidakpatuhan WP 

Identifikasi nilai potensi 
pajak 

Identifikasi Kemampuan 
Wajib Pajak untuk 

membayar ketetapan 
pajak (collectability) 



Data CRM dan 

DSPP usulan KPP 

Validasi potensi 

oleh Dit. P2 

Pembahasan oleh 

Komite 

Dit. P2 Komite Pusat Komite Kanwil KPP 

Daftar WP 

diperiksa 

Penerbitan 

instruksi Top Down 

Dit.P2 

Usulan KPP 

berdasarkan DSPP 

(All Taxes) 

Koordinasi dengan 

Dit. P2 

Data CRM & data 

dari Dit P2 (IDLP, 

anris manual, CTA) 

Validasi usulan 

KPP oleh Komite 

Kanwil  

Prosedur Kerja Komite Perencanaan 

Pemeriksaan Tingkat Pusat & Kanwil 



Komite Perencanaan 

Pemeriksaan 

Tingkat Pusat Tingkat Kanwil 

Terdiri dari pejabat 

struktural pada: 

•Dit. P2 

•Dit .IP 

•Dit. PKP 

•Dit. TIP 

•Dit. Gakum 

•Dit. EP 

Terdiri dari pejabat 

struktural pada: 

•Bidang P2IP 

•Bidang DP3 

•Bidang PEP 

Ditetapkan dengan 

KEP Dirjen 

Ditetapkan dengan 

KEP Kakanwil 

ANGGOTA KOMITE PERENCANAAN 

PEMERIKSAAN 



TUGAS KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN 

TINGKAT PUSAT 

1.Menentukan sektor, subsektor, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus top-down 
all taxes 

Membuat benchmarking atas sektor, subsektor, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan 
khusus top-down all taxes 

Menentukan daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes 

Mengumpulkan data WP yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes 

Menerima DSPP usulan dari Kanwil DJP yang tleah dilaukuan validasi oleh Komite kanwil 

melakukan koordinasi antara Komite Perencanaan Pemeriksaan di tingkat pusat dan tingkat Kanwil DJP 
dalam penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes 

Melakukan pembahasan dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus 

Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan 

Melakukan monitoring dan evaluasi atas penentuan Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan 
khusus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



TUGAS KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN 

TINGKAT KANWIL 

1.Menerima usulan DSPP dari KPP untuk WP yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus Top 
Down All Taxes Risk Based 

Melakukan validasi usulan DSPP dari KPP 

Membuat benchmarking atas industry sejenis untuk Kanwil tersebut 

Melakukan pembahasan dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemsus Top 
Down 

Mengirim DSPP yang telah divalidasi kepada Direktur P2 untuk diusulkan Pemsus Top Down 

melakukan koordinasi antara Komite Perencanaan Pemeriksaan di tingkat pusat 

Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan berdasarkan usulan DSPP dari 
KPP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



REVITALISASI 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 



PEMERIKSAAN 
Restitusi Pasal 17B UU KUP 

PEMERIKSAAN 
Selain Pasal 17B UU KUP 

PEMERIKSAAN 
TUJUAN LAIN 

PEMERIKSAAN RUTIN 
PEMERIKSAAN 

RUTIN 

PEMERIKSAAN 

KHUSUS 

KANTOR LAPANGAN KANTOR LAPANGAN 
Keterangan 

Lain 
Risk Based KANTOR LAPANGAN 

A B C D E F G H 

PENENTUAN JENIS 

PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

JENIS PEMERIKSAAN PAJAK 

KANTOR 

LAPANGAN 

SINGLE 

TAX 

ALL 

TAXES 



keterangan lain berupa 

data konkret: 

• Faktur Pajak 

• Bukti Potong 

• Data yang Dapat 

Digunakan Secara 

Langsung Menghitung 

Pajak 

SE-06/PJ/2016 

SPHP / Undangan 

Pembahasan 

PMK-17/2013 

Validasi Ruang 

Lingkup 

Pemeriksaan 

SE-06/PJ/2016 

Penugasan 

Pemeriksaan 

Khusus (NP2) 

(1 Jenis Pajak) 

SE-06/PJ/2016 

SP2 terbit 

SE-06/PJ/2016 

Draft Temuan 

Pemeriksaan 

SE-06/PJ/2016 

dilakukan dengan 

menguji dan 

melakukan 

klarifikasi atas data 

yang dimiliki 

SE-06/PJ/2016 

Surat Panggilan 

Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor 

SE-06/PJ/2016 

Pembahasan Akhir 

dengan WP 

PMK-17/2013 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

PMK-17/2013 

SE-28/PJ/2017 

SKP 

PMK-183/2015 

PROSEDUR PEMERIKSAAN KHUSUS DATA KONKRET 

Single Tax 



Data dan Informasi 

SE-06/PJ/2016 

Pembahasan 

dengan Kepala 

Kantor, Seksi 

Waskon, dan Seksi 

Pemeriksaan 

PMK-17/2013 

SPHP 

PMK-17/2013 

Validasi: 

Pemeriksaan Kantor 

atau Pemeriksaan 

Lapangan 

SE-06/PJ/2016 

Penugasan 

Pemeriksaan 

Khusus (NP2) 

SE-06/PJ/2016 

Persiapan 

Pemeriksaan 

(mengumpulkan dan 

mempelajari data 

WP) 

SE-126/PJ/2010 

SE-04/PJ/2012 

SP2 terbit 

SE-06/PJ/2016 

Draft Temuan 

Pemeriksaan 

SE-06/PJ/2017 

dilakukan dengan 

menguji dan 

melakukan 

klarifikasi atas data 

yang dimiliki 

SE-06/PJ/2016 

Surat Panggilan 

Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor 

SE-06/PJ/2016 

Pembahasan Akhir 

dengan WP 

PMK-17/2013 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

PMK-17/2013 

SE-28/PJ/2017 

SKP 

PMK-183/2015 

PROSEDUR PEMERIKSAAN KANTOR 

kantor 

Quality Assurance 

(hanya dasar 

hukum) 

PMK-17/2013 



Penguatan 

Data/Informasi 

Untuk Analisis Risiko 

SE-06/PJ/2016 

Pembahasan 

dengan Kepala 

Kantor, Seksi 

Waskon, dan Seksi 

Pemeriksaan 

PMK-17/2013 

SPHP 

PMK-17/2013 

Validasi dan 

Identifikasi Potensi 

SE-06/PJ/2016 

Penugasan 

Pemeriksaan 

Khusus (NP2) 

SE-06/PJ/2016 

Persiapan 

Pemeriksaan 

(mengumpulkan dan 

mempelajari data 

WP) 

SE-126/PJ/2010 

SE-04/PJ/2012 

SP2 terbit 

SE-06/PJ/2016 

Draft Temuan 

Pemeriksaan 

SE-10/PJ/2017 

Pemeriksaan di 

tempat WP dan 

Pengujian 

SE-65/PJ/2013 

KEP-754/PJ/2001 

SE-06/PJ/2006 

Permintaan 

Keterangan Secara 

Tertulis Kepada 

Pihak Ketiga 

termasuk Akses 

Informasi Keuangan 

SE-65/PJ/2013 

SE-10/PJ/2017 

Pemanggilan WP ke 

Kantor Pajak, Berita 

Acara Pertemuan 

dan Pakta Integritas 

PER-07/PJ/2017 

SE-10/PJ/2017 

Pembahasan Akhir 

dengan WP 

PMK-17/2013 

Quality Assurance 

(hanya dasar 

hukum) 

PMK-17/2013 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

PMK-17/2013 

SE-28/PJ/2017 

SKP 

PMK-183/2015 

PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN 



Persiapan 

Pemeriksaan 

Mengumpulkan 

data Internal dan 

Eksternal 

Melaksanakan pengujian di 

Tempat Wajib Pajak 

Pemeriksaan dilanjutkan 

sesuai audit plan 

Penyegelan 

Tindak lanjut pemeriksaan  

Memberikan Hak Pasal 

8 ayat (4) UU KUP 

WP diusul 

pemeriksaan 

Bukti Permulaan 

Hanya ada dua pilihan: 

Dihitung secara 

jabatan (Pasal 14 

ayat (5) UU PPh)  

WP 

Kooperatif 

WP jadi 

Kooperatif 

WP tetap tidak kooperatif 

WP diusul 

pemeriksaan Bukti 

Permulaan 

Professional 

Judgement Pemeriksa 

Pajak &Kepala UP2 

Penyampaian SPPL & 

pemanggilan WP  

Pertemuan pertama dg WP di 

kantor DJP, ttd Pakta Integritas 

Tindak lanjut pemeriksaan  

Pembahasan temuan 

sementara hasil pemeriksaan 

Risalah rapat menjadi 

pertimbangan Tim Pemeriksa 

SPHP, PAHP, dan penyelesaian 

pemeriksaan 

SUMMARY PEMERIKSAAN LAPANGAN 

WP tidak kooperatif 



Komite 

Perencanaan 

KANWIL DJP 

Analisis 

Kebutuhan 

Penentuan 

Kriteria 

KPP Wajib 

Pajak Besar 
LTO 

KPP Khusus Khusus 

KPP Madya Madya 

Fungsional 

Pemeriksa 

Pajak 

Tim Review 

Supervisor 

Ketua Tim 

Anggota Tim 

Meningkatkan 

Audit 

Coverage 

Ratio 

% 

Meningkatkan 

Revenue 

Productivity 

Rp 

KPP Pratama 

> 1 Triliun Pratama 

KPP Pratama 

< 1 Triliun Pratama 

S 

A 

TR 

K 

S A 

TR K 

S A 

TR K 

S A 

TR K 

S A 

TR K 

S A 

K 

Meningkatkan 

Audit Quality  

Pengendali Teknis PT 

Komite 

Pengendalian 

Mutu 

Komite 

Perencanaan 

Komite 

Pengendalian 

Mutu 

KPDJP 

PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN & PENGENDALAIN 

MUTU PEMERIKSAAN 



Proses Pemilihan WP 

DSPP 

Analisis Risiko 

Manual 

Analisis Risiko 

Komputerisasi 

Audit Plan 

Supervisor membuat Audit Plan 

dan Rencana Program 

Pemeriksaan yang memadai dan 

ditelaah oleh Kepala UP2 

Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pemeriksaan Sesuai dengan 

Audit Plan dan Ketentuan 

Pemanggilan WP dilakukan 

untuk memaksimalkan 

pengetahuan Tim Pemeriksa 

sebelum ke Tempat WP 

Pengujian dengan tools e-

audit, TABK 

Pembahasan Akhir 

Pemeriksa melakukan 

pembahasan hasil pemeriksaan 

dengan Kepala UP2 sebelum 

pembahasan Akhir dengan WP 

WP dapat mengajukan QA atas 

Hasil Pemeriksaan Sementara  

Penyelesaian Pemeriksaan 

Membuat LHP 

dan menginput 

Nothit dalam 

SIDJP 

Peer Review 

Upaya Hukum 

Review dan Evaluasi 

atas Pemeriksaan yang 

Kalah di Keberatan dan 

Banding 

Bahan Baku & SDM 

Kepala UP2 melakukan: 

1. Alokasi FPP 

2. Analisis kebutuhan FPP 

3. Penunjukan P3 

 

Desktop 

(AMPP) 

Desktop  

(AMPP) 
CRM 

Existing To be Existing To be 

Dashboard 

Desktop 

(AMPP) 

Existing To be 

Existing To be 

QUALITY CONTROL TAHAPAN PEMERIKSAAN MELALUI 

APLIKASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK (AMPP) 



PEMERIKSAAN 

HARTA BERSIH PASCA TA 



“Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh 

Surat Keterangan kemudian ditemukan 

adanya data dan/atau informasi mengenai 

Harta yang belum atau kurang 

diungkapkan dalam Surat Pernyataan, 

atas Harta dimaksud dianggap sebagai 

tambahan penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak pada saat 

ditemukannya data dan/atau informasi 

mengenai Harta dimaksud” 

Ayat (1) 

PASAL 18 UU TA 



Dalam hal:  

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan 

sampai dengan periode Pengampunan Pajak 

berakhir; dan 

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau 

informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang 

diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai 

dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan 

atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

pada saat ditemukannya data dan/atau informasi 

mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.  

Ayat (2) 

PASAL 18 UU TA 



Ayat (3) dan (4) 

PASAL 18 UU TA 

3.Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi 
perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak 
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. 
 

4.Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai 
pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan 



PP 36/2017 dan PMK 165/2017 

Pengaturan Kebijakan Pemeriksaan Harta Bersih Pasca TA 

WP melaporkan SPT Masa PPh Final 
PMK 

165 

DJP menemukan Harta WP 
PP 

36 

WP melaporkan SPT Masa PPh Final 

Diperiksa atas Harta 

(Pasal 18 UU TA) s.d 

Juni 2019 

2015 

PMK 

165 

DJP menemukan Harta WP 
PP 

36 

WP melakukan pembetulan 

SPT Tahunan PPh 

UU 

KUP & 

PPH 

Diperiksa atas SPT 

(yang belum daluarsa) 

Diperiksa atas SPT 

2016 

WP TA 
WP TIDAK TA 

Diperiksa atas Harta 

(Pasal 18 UU TA) 

2015 

Diperiksa atas SPT 

2016 

Pemsus atas Harta Bersih 

Pemsus Single Tax 

Pemsus All Taxes 





PEMERINTAH MELALUI 

MENTERI KEUANGAN 

MENERBITKAN 

PMK 165/PMK.03/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA  

PMK 118/PMK.03/2016 



MASIH ADA 

KESEMPATAN 

UNTUK 

UNGKAPKAN HARTA 



INGAT! 
1. Amnesti Pajak sudah  

berakhir/tidak ada 
2. Tidak ada fasilitas 

Amnesti Pajak dalam 
PASFINAL 

53 



     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

Kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang 

belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum 

dilaporkan dalam SPT, syarat:  
BELUM TERBIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN (SP2) 

Subjek: peserta TA maupun non-peserta 
TA 

Membayar PPh Final 

Tarif: Badan 25%, OP 30%, WP Tertentu 
12,5% 
Diungkap melalui SPT Masa PPh Final 



     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

KEUNTUNGAN?  

Jika saya deklarasikan harta 

saya sekarang, apa 

untungnya? 

TIDAK ADA 
PENGENAAN SANKSI 

PASAL 18 UU TA 

55 



TARIF    x    DPP 

     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

CARA PERHITUNGAN? 

56 



Menentukan nilai harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir 

Kas & Setara Kas 
Nilai Nominal 

     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

CARA PERHITUNGAN?  DPP 

Tanah dan/atau Bangunan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Kendaraan Bermotor 
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 
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Menentukan nilai harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir 

     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

CARA PERHITUNGAN?  DPP 

Emas & Perak 
Publikasi nilai PT Aneka Tambang 

Saham & Warrant (diperjualbelikan di Bursa Efek) 

Publikasi nilai PT Bursa Efek Indonesia 

Obligasi Negara RI & Obligasi Perusahaan  
Publikasi nilai PT Penilai Harga Efek 

Indonesia 
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Menentukan nilai harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir 

     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

CARA PERHITUNGAN?  DPP 

Jika tidak terdapat nilai pedoman? 

Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pajak  
(atas permintaan Wajib Pajak) 

Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik 
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Badan Usaha 25% 

Orang Pribadi 30% 

WP Tertentu (Badan & OP) 12,5% 

     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

CARA PERHITUNGAN?  TARIF 
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     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

KAP & KJS?  

411128 

422 

Kode Akun Pajak 

Kode Jenis Setoran 
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NPWP 

Nama 

Alamat 
Nilai HB yg belum atau 
kurang diungkap dalam 

SPH/SPT 

PPh Final  Tarif yang 
digunakan 

PPh Final yang telah 
dibayar pada SPT Masa 
PPh Final yg dilakukan 

pembetulan Daftar Rincian Harta /Utang 

SSP 

Surat Kuasa 

Dokumen Penilaian Harta 
oleh DJP 

Dokumen Penilaian Harta 
oleh KJPP 

Dokumen Utang 

Dokumen Lain 



     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

DALAM SPT PPh 



     HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR 

DALAM SPH 



     HARTA YANG MASIH TELAH DILAPOR DALAM SPT PPh 

TIDAK SESUAI KETENTUAN 



TERIMA KASIH 


